
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.310, 2017 ANRI. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.  

 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG  

GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

kearsipan yang mampu mendukung program reformasi 

birokrasi, maka diperlukan peningkatan mutu 

penyelenggaraan kearsipan secara nasional; 

  b. bahwa dalam rangka membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 

terpercaya, akuntabel dan transparan pada pemerintah 

pusat dan daerah, perlu membentuk suatu gerakan 

nasional sadar tertib arsip pada setiap lembaga negara 

dan penyelenggara pemerintahan daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Republik Indonesia tentang Gerakan Nasional 

Sadar Tertib Arsip; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
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tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286; 

  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB 

ARSIP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang selanjutnya 

disingkat GNSTA adalah upaya untuk peningkatan 

kesadaran lembaga negara dan penyelenggara 

pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan 

penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, 

organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan 

sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. 

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, penyelenggara 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 
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4. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional 

pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak 

tergantikan apabila rusak atau hilang. 

5. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

6. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun. 

7. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan 

keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara 

yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan 

keselamatannya. 

8. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di 

bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan 

formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan 

serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

melaksanakan kegiatan kearsipan.  

9. Pengelola Arsip adalah pegawai negeri sipil yang 

melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan memiliki 

kompetensi teknis di bidang pengelolaan arsip. 

10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyusutan dan penyelamatan arsip. 

11. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan 

kearsipan.  

 

Pasal 2 

GNSTA merupakan acuan bagi lembaga negara dan 

penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan 

program tertib arsip.  
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Pasal 3 

Tujuan dari GNSTA antara lain mendorong lembaga negara 

dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan 

tertib: 

a. penyusun dan pelaksanakan kebijakan kearsipan secara 

berkesinambungan; 

b. pembentukan organisasi kearsipan yang mampu 

menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif; 

c. pengelolaan sumber daya manusia kearsipan secara 

optimal; 

d. pengelolaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai 

dengan standar kearsipan; 

e. pelaksanaan pengelolaan arsip secara komprehensif dan 

terpadu; 

f. penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara 

efektif dan efisien. 

 

Pasal 4 

Strategi utama GNSTA meliputi: 

a. menjadikan tertib arsip sebagai program prioritas pada 

lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah 

sebagai arus utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya 

kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara 

pemerintahan daerah; 

c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, 

penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber 

daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi 

kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara 

pemerintahan daerah yang mendukung perilaku sadar 

tertib arsip. 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.310 
-5- 

BAB II 

SASARAN GNSTA 

 

Pasal 5 

Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib 

organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia 

kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan 

arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara 

dan penyelenggara pemerintahan daerah. 

 

Bagian Kesatu 

Tertib Kebijakan 

 

Pasal 6 

(1) Tertib kebijakan kearsipan meliputi kewajiban penetapan 

kebijakan pengelolaan arsip dinamis oleh lembaga negara 

dan penyelenggara pemerintahan daerah. 

(2) Penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tata naskah dinas; 

b. klasifikasi arsip; 

c. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip; dan 

d. jadwal retensi arsip. 

(3) Selain kebijakan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), pimpinan lembaga negara dan 

penyelenggara pemerintahan daerah harus menetapkan 

program arsip vital berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Kepala ANRI. 

(4) Kebijakan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan 

lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah 

dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.  

 

Pasal 7 

Dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan arsip 

dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ANRI 
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